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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga menjamin efisiensi dan efektifitas jalannya perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur proses / tatacara pengadaan barang dan jasa,  serta tata cara penilaian supplier, sampai pada penyimpanan barang oleh Penyimpan Barang Milik Daerah.


3. DASAR HUKUM
3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3.3. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/407/HK/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 6 Maret 2017 Nomor 188.45/156/hk/2017 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Prmbantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
4. DEFINISI

4.1. Bon Barang adalah Formulir resmi dari Dinas, yang digunakan sebagai bukti permintaan barang dari masing-masing Bagian / Bidang.
4.2. Bukti Pembayaran adalah 
4.3. Surat resmi dari pemasok yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pengadaan jasa.
4.4. Nota Penerimaan Barang adalah Surat resmi dari pemasok sebagai bukti dari penerimaan pengadaan barang.
4.5. Bend 16, Bend 22 adalah Bend 16 adalah Bukti Pengambilan Barang dari Gudang dan Bend 22 adalah Surat Perintah Pengeluaran / Penyaluran Barang.
4.6. Penyimpan Barang Milik Daerah bertanggung jawab dalam penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang inventaris di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4.7. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
4.8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. KPA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Bidang atau Sekretaris.
4.9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa. PPKm pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian.
4.10. Pelaksana Pengawasan Teknis (PPT) bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kontrak pada paket pekerjaan tersebut, meliputi Panitia Pemeriksa Barang / Tim Teknis.
5. KETERKAITAN
-

6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu mengelola barang inventaris
7.3. Mampu mengoperasikan komputer

8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Tempat Arsip/Almari
8.3. Meja
8.4. Kursi
8.5. Komputer
8.6. Printer
8.7. ATK

9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Pengadaan Barang dan Jasa
9.1.1. Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sedangkan untuk pengelolaan barang dan jasa mengacu pada Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Dana APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran yang Bersangkutan.
9.1.2. Pengadaan ≤ Rp. 10 juta

Pengadaan secara swakelola dilakukan oleh bidang yang bersangkutan, yaitu koordinasi antara KPA dan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) masing-masing bidang serta PPK. Pelaporan SPJ ditujukan kepada Sub Bagian Keuangan dengan dilampiri dengan bukti pembayaran berupa kuitansi dan nota. Kuitansi ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang / Jasa. Sedangkan Bukti Penerimaan Barang dilaporkan kepada Penyimpan Barang Milik Daerah untuk dilakukan pencatatan.

9.1.3. Pengadaan > Rp. 10 juta

Pengadaan barang / jasa dilakukan oleh bidang yang bersangkutan dengan koordinasi antara KPA dan BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) masing-masing bidang / bagian, serta PPKm dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai Keputusan Presiden nomor 70 tahun 2014.

9.1.4. Setelah barang datang, barang diterima oleh PPKm dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang berdasarkan SPK / Kontrak.

9.1.5. Jika barang telah sesuai, maka Panitia Pemeriksa menandatangani Faktur Barang dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang.

9.1.6. Supplier barang melakukan penagihan dengan membuat Surat Tagihan.

9.1.7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Surat Tagihan, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kepada Supplier, sesuai Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Dana APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran yang Bersangkutan.

9.1.8. PPKm menyerahkan barang kepada Penyimpan Barang Milik Daerah dengan menggunakan Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan untuk Jasa.

9.1.9. Jika Barang telah sesuai, maka Penyimpan Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

9.1.10. Penyimpanan dilakukan di gudang barang. Kunci gudang dipegang oleh Penyimpan Barang Milik Daerah (PMBD) dan tidak boleh dialihkan pada siapapun tanpa persetujuan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk menjaga keamanannya.

9.1.11. Jika setiap bidang / bagian meminta barang, maka Penyimpan Barang Milik Daerah membuat Bend 16 dan Bend 22.

9.2. Permintaan Barang

9.2.1. Masing-masing Sub Bagian / Seksi melalui stafnya melakukan permintaan barang dengan mengisi Surat Permintaan Barang di Penyimpan Barang Milik Daerah.

9.2.2. Permintaan barang / jasa dari masing-masing Bagian / Bidang berdasarkan jumlah barang tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Sub Bagian / Seksi.

9.2.3. Penyimpan Barang Milik Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali membuat Laporan Persediaan Barang Pakai Habis dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasar.

9.3. Penilaian Supplier

9.3.1. Barang yang masuk dilakukan pengontrolan barang masuk, dengan mengisi Penilaian Kinerja Supplier. Pengisian dilakukan oleh PPK.

Adapun cara pengisian Form Penilaian Kinerja Supplier mengacu pada standar penilaian :  

1. Jumlah barang yang dikirim

2. Kualitas barang yang dikirim

3. Waktu Pengiriman barang

9.3.2. Kriteria Nilai:

Nilai 9 – 10


: (baik)

Jumlah Barang dikirim lengkap

Kualitas barang  

: sesuai standar

Waktu pengiriman barang  
:  sesuai jadwal


Nilai 7 – 8 


:  (cukup)

Jumlah barang dikirim kurang lengkap/bertahap

Kualitas barang  

: toleransi standar

Waktu pengiriman barang 
: terlambat > 1 hari

Nilai 5 – 6 


:  (buruk)

Jumlah barang dikirim kurang

Kualitas barang  

: tidak sesuai standar

Waktu pengiriman barang  
:  terlambat > 2 hari

9.3.3. Semua supplier/rekanan didata dan dicatat ke dalam Daftar Supplier/Rekanan
10. PENDATAAN DAN PENCATATAN
10.1. Berita Acara Pemeriksaan Barang
10.2. Kuitansi/Bukti penerimaan barang
10.3. Surat Tagihan

10.4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

10.5. Surat Permintaan Barang

10.6. Laporan Persediaan Barang Pakai Habis

10.7. Form Penilaian Kinerja

10.8. Daftar Supplier/Rekanan


                                                                                                                                     Hal. 1 dari 6


Hal. 6 dari 6

